
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SUL.AIVESI UTARA

KEPUTUSAN BUPA'I｀ l KEPULAUAN SANGIHE

NOMiOR  105/500/ TAHUN 2025

TENTANG

PEIVIBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGiHE,

Menimbang

Moll oin gnf

a. bahwa clalam rangka mewujudkan ketersediaan akses

keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta

menggali potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan

produk elan la.vanan jasa keuangan. maka diperlukan

koordinasi dalam hal percepatan akses keuangan daerah;

b. bahwa percepatan akses keuangan daerah merupakan

sarana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional

dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses

Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

1 T Tnrlano-I Tndnns Nornnr ).q Tahr rn I qsg fenfnns'o ------:-o --'--,-o

Fembentukan Daerah Tingkat ii di Suiawesi (i,embarran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

18221;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang/ \



Menetapkan

KESATU
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Norllor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pel■lerintah Pengganti Undang―Undang Nolrlor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Ke」a lmenjadi Undang― Undang(Lel■ baran

Negara Republik lndonesia Tahun 2023  Nolllor 41,

Tal■lbahan l′elllbaran Negara Republik ]ndOnesia Nolllor

6856);

3.Peraturan Pelm.erintah Nonlor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan  Uang  Negara/:Daerah  (Lclnbaran  Nega.ra

Republik 11ldonesia ′
「 ahun 2007 N01710r 83, Tanlbahan

Lcrrlbaran NegaFa Republik lndonesia Nol■ lor 4738);

4.Peraturan Pelm.erintah Nolllor 59 Tahun 2014 tentang

Perubahan Narna iKabupaten iKepulauan Sangihe dan

Talaud lmelliadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di PrOvinsi

Sulaw・esi Utara (I′ernbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 167, Tarnbahan Lembaran Ncgara

Republik indonesia Nolllor 5557);

5。  Peraturan Pelm.erintah Nolllor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Penga、 vasan Penyelenggaraan Pelllerintahan

iD)aerah(Lel■ lbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017

Nornor 73,Talllbahan]Leinbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6041);

6.Perattlran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan I《leuangan iDaerah (Len■ baran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tarrlbahan I_£ Inbaran

Negara Republik lndonesia Nol■ or 6322);

7.Peraturan Menteri Dalanl Negeri Non■ or 77 Tahun 2020

tentang Pedon■an Teknis Pengelolaan Keuangan IDaeralh

(Be五ta Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nol■ or

1781);

MEMUTUSKAN:

I"{embentuk Tim Percepatan Akscs Kcuangan Daei'ah l(abupatcn

Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.{t \
I
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Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait

akses keuangan daerah;

b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait tiengan

program percepatan akses keuangan di daerah;

c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses

keuangan di daerah;

d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk
menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan

masyarakat eii ciaerah;

e. mengoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses

keuangan daerah;

f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan

program terkait, peningkat-an akses keuangan daerah;

g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat

dan stokeholders terkait program literasi dan inklusi

keuangan;

h. melakukan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam

setahun;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan setiap 6 (enam)

bulan sekali;

j. membentuk kelompok keda sesuai kebutuhan; dan

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagalmana dtktum

KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di $agian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe. J t
I
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Biaya yang tiinbui sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belallja

:D)aerah Kabupaten Kiepulauan Sangihe.

Pada saat Keputusan Bupati inilllulai berlaku:

1.Keputusan Bupati Nornor 170/500/Tahun 2023 tentang

Tiln  Percepatan Akses  iKeuangan  :Daerah  Kabupaten

Kepulauan Sangihe;dan

2. :Keputusan Bupad Nolllor 180/500/Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nornor 170/500/Tahun

2023 tentang Tinl Pcrcepatan Akses Keuangan IDaerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka"T )

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal17 Apri1 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

′
´ ｀

MI THUttGARl



LAMPlRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOIM[OR 105/500/ TAHUN 2025

TENTANG

PE]VIBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES

KEUANGAN    :DAERAH    KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

TIM PERCEPAFlヽAN AKSES KEUANGAN DAERA14

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PE]V[BINA l

PEIⅥ[BINA II

PENGARAH I

IV. PENGARAH II

V.  K00RDINAl｀OR

VI. WAKIL K00RDINATOR I

WAKIL K00RDINATOR II

V11. SEKRETARIS l

VIII.SEKRETARIS II

lX. ANGGOTA

BUPATI KEPULAUAN SANCllHE.

WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

KEPALA  OTORITAS  JASA  KEUANGAN

SULAWESI UTARA GORONTALO DAN MALUKU

UTARA.

KEPALA  KANTOR  PERWAKILAN  BANK

INDONESIA SULAl八 ′ESI UTARA.

SEKREl｀ARIS    DAERAH    KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE.

STAF AHLI BUPATI BIDANG PEIⅥ [BANGUNAN

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ASISTEN     PEREKONOMIAN     DAN

PE]Ⅵ[BANGUNAN   SEKDA   KABUPATEN

KEPULAUAN SANG]HE.

KEPALA  BAGlAN  PENGAWASAN  BANK

KANTOR  OTORITAS  JASA  KEUANGAN

SULAWESI  UTARA,  GORONTALO  DAN

IⅥ[ALUKU UTARA.

KEPALA     BAGIAN     PEREKONO卜 〔IAN

SEKRETARIAT    DAERAH    KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE.

1. KEPALA    BADAN    PENGЁ LOLAA燿

KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATENKEPULAUANSANGIHE7
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA

PENELITIAN  DAN  PENGEIVIBANGAN

DAERAH   KABUPATEN  KEPULAUAN

SANGIHE;

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN DAERAH KABUPAl｀ EN

KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL

DAN ]Ⅵ[ENENGAH DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA   DlNAS   PEMBERDAYAAN

M:ASYARAKAT  DAN  DESA  DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAII

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA DINAS  PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGlHE;

KEPALA  DlNAS  PENDlDIKAN  DAN

KEBUDAYAAN  DAERAH  KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE;

DINAS  PENANAlⅥ [AN  IMODAL  DAN

PELAYANAN  TERPADU  SATU  PINTU

DAERAH   KABUPATEN   KEPULAUAN

SANGIIE;

KEPALA  BADAN  PUSAl｀   Sl｀ATISTIK

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

PERENCANA AHLI]Л UDA PADA BAGIAN

PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;,
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14.KETUA    BADAN    :MUSYAWARAH

PERBANKAN IDAERAH;

15。 KETUA    GABUNGAN    PELAKSANA

KONSTRUKSI  NASIONAL  INDONESIA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN SETT}A

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.I

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MilCHAEL NGARl


